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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI 

HUKUM TENTANG KEJAHATAN TERHDAP ASAL-USUL 

PERNIKHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

(KUHP) 

 

A. Analisis Ketentuan Hukum Pasal 279 tentang kejahatan terhadap Asal-usul 

pernikahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

 

Ketika berbicara soal pidana di Indonesia tidak terlepas dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab tersebut merupakan warisan dari 

Belanda selama tidak ada undang undang baru yang terbaru mengatur terkait 

pidana maka keberlakuan aturan pidana menggunakan KUHP selama tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. KUHP masih digunakan untuk mengisi 

kekosongan hukum di Indonesia sampai sekarang ada beberapa pasal yang sudah 

tidak berlaku di KUHP. 

Pada era Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama di Indonesia 

mengeluarkan peraturan Presiden Nomor  2 Tahun 1845 tanggal 10 Oktober 1945 

yang ter diri dari dua pasal yakni; 

Pasal 1  

“segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai 

berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, sebelum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang, masih tetap berlaku asal saja 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut” 

 

Pasal 2 

“Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945” 
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Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial 

sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 pekawinan 

yang sah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-

masing. Selanjutnya, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwasanya perkawinan 

harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini 

pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 tahun/1974 ialah Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Asas yang berlaku menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 monogami 

yaitu pria boleh menikah dengan satu istri dan sebaliknya. Dalam ayat 

selanjutnya penegasan pelaksanaan poligami bisa dilakukan yang diajukan di 

pengadilan dengan syarat mendapatkan izin dari istri dengan alasan-alasan yang 

kuat. Ini merupakan peraturan dalam melaksanakan poligami KUHP memberikan 

sanksi ancaman pidana penjara ketika tidak sesuai dengan aturan perdata 

tersebut. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari tiga buku; pertama 

tentang aturan hukum, kedua tentang kejahatan, dan ketiga tentang pelanggaran. 

Dalam buku pertama pasal 1 dijelaskan bahwa sebuah perbuatan tidak dapat 

dipidana, kecuali` berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang 

berlaku ini yang dikenal dengan asas legalitas. 
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Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 

279 Kitab Undangudang Hukum Pidana memandang perbuatan poligami ilegal 

yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sebagai perbuatan pidana kategori 

kejahatan ringan (rechtsdeliktern) yang dapat diancam sanksi pidana. Pasal 279 

ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun:  

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 

perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi 

penghalang yang sah untuk itu. 

2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 

perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi 

penghalang untuk itu.  

Melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP, 

mendapat hukuman ancaman 5 tahun ketika mengadakan perkawinan mengetahui 

adanya penghalang yang sah. 

Pasal 279 ayat (2) menjelaskan sebagai berikut; 

Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 

menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada 

menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun. 

Dalam ayat (2) ini mendapat ancaman maksimal penjara 7 tahun ketika pelaku 

melakukan perkawinan dan menyembunyikan penghalang yang sah. Sebelum kita 

menganalisis secara dalam pasal tersebut alangkah baiknya kita mengetahui dulu 

apa yang dimaksud dengan perstiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu setiap 

perbuatan yang melanggar peraturan hukum pidana yang akan diancam dengan 
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hukuman tertentu dengan Undang-undang dimana seseorang itu dapat 

dipersalahkan dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. 

 Dengan demikian unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menilai suatu tindak 

pidana yaitu:  

1. Adanya perbuatan, termasuk tidak berbuat.  

Dalam pasal ini yang bisa dijeratkan terhadap seseorang ketika melakukan 

perbuatan perkawinan. Dalam perbuatan pidana perkawinan ini terjadi ketika 

pelaksanaan perkawinan kedua terdapat penghalang yang sah. Perbuatan 

tersebut harus mendapatkan izin dari pengadilan ketika syarat tersebut 

dipenuhi sah melakukan poligami. 

2. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana. 

Melawan hukum seara objektif yang dimaksud ketika melakukan perkawinan 

yang sebenarnya ada penghalang. Tetapi, tetap melakukan perkawinan 

tersebut. Unsur ini melawan hukum secara objektif ini terlihat jelas sesuai 

dengan teks pada pasal 279 KUHP. 

3. Perbuatan tersebut diancam hukuman pidana. 

Dalam pasal 279 ter dapat dua ancaman apabila pelaku melakukan tindak 

pidana tersebut. Pertama, diancam dengan pidana 5 tahun ketika seseorang 

melakukan pernikahan mengetahui adanya penghalang yang sah. Kedua, 
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diancam 7 tahun ketika seseorang melakukan pernikahan dengan 

menyembunyikan penghalang yang sah.  

4. Dilakukan orang tertentu dengan bersalah . 

Keadaan pelaku dalam tindak pidana perkawinan ini ketika suami istri 

melakukan perkawinan kedua dan ada penghalang yang sah. Istri pertama 

melaporkan ke pengadilan dalam pernikahan kedua suami menggunakan 

status palsu. Maka unsur keadaan yang menyertainya menyembunyikan 

status perkawinan yang pertama. Kasus ini dapat dijeratkan kepada 

seseorang disaat ada yang melaporkan. 

5. Orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

Pelaku dapat dipertanggungjawabkan melihat UU perkawinan seseorang bisa 

melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat 

mendapatkan ijin dari istri melalui pengadilan agama. Ketika seseorang 

melakukan tindak pidana pernikahan ini maka harus memiliki bukti 

perkawinan yang sah.  

 Pada Bab XII tentang kejahatan asal-usul perkawinan pasal 279  ini 

memiliki hubungan termasuk dalam buku II KUHP setelah melakukan analisis 

terhadap unsur-unsur perbuatan pidana. Penulis akan menjabarkan cara atau 

teknik untuk merumuskan perbuatan pidana apa saja yang ter dapat dalam pasal 

tersebut. Secara umum bab dalam pasal ini tentang asal-usul perkawinan yang 
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didalamnya terdapat tiga pasal. Pada pasal 279 ini lebih fokus membahas tentang 

tindak pidana perkawinan. 

 Dikatakan tindak pidana perkawinan karena dalam pasal ini terdapat 

rumasan perbuatan pidana dalam perkawinan. Kalau sebelumnya membahas 

tentang unsur perbuatan pidana. Sekarang dapat dirumuskan dalam pasal ini 

terdapat rumusan dalam pasal 279 diantaranya rumusanya adalah: 

a. Merugikan orang lain. 

Dikatakan merugikan orang lain karena dalam pasal ini memiliki korban 

yaitu istri/suami yang sah sesuai dengan undang-undang berlaku. Pelaku 

melakukan perkawinan dengan sengaja dengan seseorang melakukan 

perkawinan dan mengetahui ada penghalang yang sah. 

b. Melakukan perkawinan dengan sengaja untuk melawan hukum. 

Karena sudah diatur dalam pasal 279 ayat 1 ketika mengadakan 

perkawinan yang kedua dengan sengaja mengetahui ada penghalang yang 

sah maka keduanya diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Perkawinan 

ini sengaja melawan hukum secara objektif. 

c. Melakukan perkawinan dengan menyembunyikan status penghalang yang 

sah. 

Dalam pasal 279 ayat kedua ini lebih berat ancaman pidana dengan 

ancaman penjara 7 tahun. Ayat kedua ini memiliki unsur 

menyembunyikan status yang menjadi penghalang yang sah. Konteks ini 

memiliki unsur membohongi untuk melakukan perkawinan tanpa 

diketahui pihak lain kalau ada penghalang yang sah. 
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Penjelasan di atas merupakan bentuk ketentuan hukum Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Maka ketentuan penetapan ancaman terhadap tindak 

pidana perkawinan juga sering disebut pidana poligami illegal. Dalam hukum di 

Indonesia sudah diatur tentang perkawinan dalam UU No1 /1974 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk melakukan poligami. Apabila terdapat 

unsur-unsur yang memenuhi kejahatan dalam melakukan perkawinan yang 

memiliki penghalang yang sah diatur dalam KUHP pasal 279 tentang Asaal-usul 

Pernikahan. 

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum tentang 

kejahatan Asal-usul pernikahan pasal 279 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana 

 

Kejahatan terhadap pernikahan diatur dalam pasal 279 KUHP tentang 

kejahatan asal-usul pernikahan diatur dalam pasal tersebut sesorang dipenjara 

ketika melakukan perkawinan mengetahui atau menyembunyikan penghalang 

yang sah. Dikatakan kejahatan karena melakukan perkawinan dengan unsur 

kejahatan. 

Dalam Islam ketika sesorang melakukan kejahatan maka harus ada 

pertanggung jawaban pidana. Islam membagi dua dalam mengatur hukuman 

pidana Islam, pertama jarimah hudud yaitu hukuman yang diberikan terhadap 

pelaku pidana sesuai dengan Alquran dan hadis. Kedua jarimah takzir  yaitu 

sanksi pidana yang diberlakukan untuk pelaku pidana tidak terdapat dalam 

Alquran dan hadis hukuman ini ditentukan oleh penguasa. Dalam hal ini pasal 279 



72 
 

 
 

KUHP merupakan tindak pidana perkawinan yang tidak diatur dalam Alquran dan 

hadis. 

Maka pasal tersebut termasuk hukum takziryang digunakan dalam sanksi 

pidana yaitu hukuman takzir. Dalam hal ini hukumannya tidak ditentukan oleh 

syara’ dan penentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa. Dasar untuk 

melakukan hukuman takzir sudah dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Dalam 

ayat Alquran surah al-Fath ayat 8-9
1
: 

                           

          

 

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita 

gembira dan pemberi peringatan. supaya kamu sekalian beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan 

bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang” 

Salah satu Hadits yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman takzirsebagai 

berikut; 

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :  

)رواهْْتُ هْمَةْ ْفِْْنََسًاْحَبَسَْْوَسَل مَْْعَلَيْوِْْاللّ ُْْصَل ىْاللّ ِْْرَسُولَْْأَنْ ْجَدِّهِْْعَنْْْأبَيِوِْْعَنْْْحَكِيمْ ْبْنِْْبَ هْزِْْعَنْْ

 ابوْداودْوْالتّّمذيْوْالنساْئىْوالبيهقىْوْصّححوْالحاكم(

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw 

menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadits 

diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi, serta 

dishahihkan oleh Hakim).”
2
 

 

                                                           
1
 Makhrus Munajat,Hukum Pidana Islam di Indonesia,(Yogyakarta ; Teras 2009,) Cet 1. Hal. 182 

2
 CD. Mausu’ah Hadits al-Syarif, Sunan al-Nasa’i, Hadits Nomor 4794. 
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Tindak pidana perkawinan dalam pasal 279 KUHP ini merupakan jarim@ah 

yang menyinggung hak perorangan (individu). Karena unsur yang terdapat ialah 

merugikan hak perorangan dengan sengaja. Sehingga ada yang dikorbankan oleh 

pelaku yang melakukan kejahatan sesuai dengan pasal tersebut. Penjeratan pada 

pasal ini memiliki dampak yang merugikan hak orang lain diantaranya, istri yang 

sah (korban) dan keturunan. 

 Jarimah ini berkaitan dengan kemaslahatan individu. Maksud dari 

berkaitan dengan individu pelaku ketika melakukan kejahatan pasal tersebut akan 

melakukan penipuan dan pemalsuan. Penipuan yang dimaksud ketidak jujuran 

pelaku melaksanakan perkawinan kedua dengan menyembunyikan penghalang 

yang sah terhadap pihak lain. Pemalsuan identitas pasti dilakukan ketika 

dikaitkan dengan pasal tersebut karena untuk melakukan poligami harus 

mendapatkan izin istri lewat pengadilan. 

Dalam konteks ini Islam sangat menjaga kehormatan wanita karena nabi 

Muhammad saw tidak pernah merendahkan wanita. Untuk menjaga itu semua 

maka tindak pidana ini bias dikaitkan dengan perbuatan yang perlu mendapatkan 

sanksi hukum. Karena pada dasarnya ketika sesorang melakukan kejahatan harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

Sanksi takzir yang tepat ketika seseorang melakukan tindak pidana 

kejahatan perkawinan yang diatur dalam pasal 279 KUHP. Maka pelaku 

mendapatkan sanksi sesuai yang ditetapkan penguasa. Dalam pasal ini ketika 

pelaku kejahatan perkawinan dikenakan hukuman penjara. Sesuai dengan anaman 

penjara dalam pasal tersebut. 
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Dalam pidana Islam hukuman penjara bukan sebagai hukuman utama. 

Berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengutamakan 

hukuman penjara. Karena dalam Islam hukuman penjara ini merupakn hukuman 

pilihan dalam Islam ketika tidak diancam hukuman penjara maka dihukum jilid. 

Biasanya hukuman penjara ini dinilai ringan atau sedang-sedang saja. 

Karena hukuman penjara ini dikatagorikan hukuman yang ditetapkan oleh 

penguasa. Maka, hukuman ini biasanya dikatakan tindak pidana yang dinilai 

berat. Dalam hukum positif hukuman penjara sebagai hukuman pokok (utama), 

sanksi hukuman penjara merupakan soal yang paling serius. Sehingga kasus ini 

menjadi persoalan yang sangat serius karena menyangkut tentang hak 

perorangan. 

Hukuman penjara yang dimaksud dalam pasal ini ialah bukan penjara 

terbatas, karena dibatasi ancaman maksimal untuk dijatuhkannya sanksi. 

Hukuman penjara terbatas dalam Islam ini memberikan kebebasan pada penguasa 

walaupun ada yang mengatakan dengan batas 3 bulan dan setahun. Tapi penulis 

berpendapat hukuman terbatas di Indonesia ditentukan oleh penguasa. 

Dalam  hukum  pidana  Islam  untuk  mengetahui  suatu  perbuatan  itu  dapat 

dipandang    sebagai    perbuatan    jarimah    dan    pelakunya    dapat    dikenai    

pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu; 

1.  Unsur formil (adanya Undang­undang atau Nas)  

Dalam  syariat  Islam  lebih  dikenal  dengan dengan Nash yaitu Alquran 

dan hadis. Dinyatakan dalam syariat Islam dikenal dengan Ar­Rukn  Ash­ Syar‘i 

tidak ada jarimah (perbuatan pidana) tidak ada hukuman sebeelum adanya nash. 
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Dalam hukum positif dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana 

(KUHP). Sering juga dikenal dengan sebutan asas legalitas. Karena dalam pidana 

Islam menggunakan hukuman takzir. Maka, penetapan hukum tergantung 

penguasa dalam negara tersebut. Jadi, dalam hal ini ketentuan hukuman 

ditentukan di KUHP. 

2.  Unsur mteril (sifat melawan hukum )  

Dalam KUHP dalam pasal 279 dinyatakan ketika  sesorang dengan sengaja 

atau menyembunyikan penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan maka 

dikenakan sanksi pidana penjara. Dalam hal ini sangat jelas pasal tersebut 

mengatur tindak pidana perkawinan. Hukum pidana Islam mengatakan sesorang 

membentuk jarimah baik sengaja maupun tidak sengaja dan bertentangan dengan 

aturan yang berlaku. Dalam hukum pidana Islam disebut Ar­Rukn Al­Ma>di>. 

3.  Unsur moril (Pelakunya mukallaf)  

 Dalam KUHP diatur seoarang anak dan orang gila tidak diberlakukan 

hukum terhadapnya. Dengan demikian berlakunyan pasal 279 terhadap orang 

yang dewasa sesuai dengan hukum positif . Dalam syariat Islam disebut Ar­Rukn  

Al­Ada>bi.  Orang  yang  melakukan  tindak pidana  dapat  dipersalahkan  dan  

dapat  disesalkan, artinya  bukan  orang  gila, anak­anak dan bukan karena 

dipaksa atau karena pembelaan diri. 

 Pemberian hukuman takzir  sesuai dengan konsep metode sadd ad-

dzari’ah merupakan hukum yang awalnya diperbolehkan dan menjadi lerangan 

karena melihat kemudharatan yang terjadi adapun ada tiga kriteria yang 

menjadikan suatu perbuatan itu dialarang, yakni : 
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1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan. 

Dalam al-Qur’an dan Hadist tidak ada hukuman pidana bagi tindak 

pidana melakukan pernikahan mengetahui dan menyembunyikan 

penghalang yaitu ijin dari istri pertama. Perbuatan tersebut 

diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kerusakan ketika tanpa 

melakukan ijin pada istri pertama maka sesuai dengan konsep sadd ad-

dzari’ah. 

2. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan. 

Unsur kemafsadatanya lebih kuat ketika pelaku pernikahan di Indonesia 

tanpa ijin istri pertama, kemafsadatanya ialah akan terjadi penipuan 

dalam rumah tangga dan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. 

3. Perbuatan yang dibolehkan syara’ mengadung lebih banyak unsur 

kemafsadatan. 

Diperbolekan poligami tanpa ijin dalam Islam sesuai dengan kondisi 

masyarakan arab pada zaman dahulu, melihat konteks di Indonesia 

masyarakat tabu akan poligami apalagi tidak ijin terhadap istri pertama 

akan menimbulkan kemafsadatanya lebih banyak dalam msyarakat. 

 

 

 


